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A. Tujuan

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pembukuan
bendahara pada Politeknik Negeri Lhokseumawe.

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup proses pembukuan bendahara Politeknik Negeri Lhokseumawe
yang dilaksanakan setiap bulannya.

C. Referensi

1. UU R.I Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. UU R.I Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU R.I  No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

jawab Keuangan Negara.
4. Permenpan RI No : PER/15/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan  SOP

Administrasi Pemerintah.
5. PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang tata cara pembayaran dalam rangka

pelaksanaan APBN.
6. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.
7. PMK No.162/PMK.05/2013 Jo.PMK No.230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan

dan Tanggung Jawab Bendahara pada satuan kerja pengelolaan APBN.
8. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.Per-3/PB/2014 tentang Teknis Penatausahaan,

Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola
APBN serta Verifikasi Pertanggungjawaban Bendahara.

9. Permenristekdikti No.19 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik
Negeri Lhokseumawe.

D. Istilah dan Definisi

1. Aplikasi SILABI : Merupakan singkatan dari Aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) yaitu
Suatu aplikasi     komputer  yang dibuat oleh Kementerian
Keuangan untuk membuat gaji pegawai beserta data gaji pegawai.

2. SPM : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan
SPM (PPSPM) untuk mencairkan alokasi dana yang sumber
dananya dari DIPA.

3. ADK : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data
komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan
untuk pengiriman data ke KPPN.

4. SP2D : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana yaitu
surat yang diterbitkan oleh KPPN kepada Bank Operasional untuk
melakukan pencairan dana.

5. Cek : Merupakan media penarikan secara tunai atau setara dengan
tanda terima uang.

6. DIPA :  Merupakan Daftar Isian Penggunaan Anggaran yaitu dokumen
pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan
atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan
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pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung
kegiatan akuntansi pemerintah

7. RKAKL : Merupakan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/
Lembaga (RKA-KL) yaitu dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu
Kementerian Negara/ Lembaga dan sebagai penjabaran dari
Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian
Negara/ Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran
yang diperlukan untuk melaksanakannya.

7. KPPN : Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

E. DokumenTerkait

- Cek
- DIPA
- RKAKL
- Kuitansi
- Rekening Koran
- SPM/SP2D
- Laporan Pertanggung Jawaban
- Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi

F. Catatan Mutu/Record

Dokumen Keuangan

G. Indikator Keberhasilan

Bendahara dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan tugas yang meliputi
pemahaman konsep, peraturan perundang-undangan, dan aplikasi yang digunakan
sesuai tugas dan wewenangnya.

H. Urutan Prosedur

1. Bendahara menerima bukti pendukung berupa Cek, kuitansi, SPM/SP2D, SSP,
dan Rekening Koran.

2. Bendahara menginput seluruh transaksi tersebut ke dalam BKU dan Buku
Pembantu ke Aplikasi SILABI sesuai dengan akun di RKAKL.

3. Bendahara membuat LPJ Bendahara dan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan
Rekonsiliasi.

4. Bendahara mencetak BKU, buku-buku Pembantu, LPJ dan Berita Acara
Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi.

5. Kasubbag Keuangan memeriksa kebenaran buku-buku Pembantu, LPJ dan Berita
Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi.
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6. KPA menandatangani BKU, buku-buku Pembantu, LPJ dan Berita Acara
Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi.

7. KPPN menvalidasi kebenaran ADK dan hard copy LPJ Bendahara.

8. PPABP mengarsipkan Pembukuan, LPJ, dan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan
Rekonsiliasi yang sudah divalidasi KPPN.

I. Bagan Alir

No Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Bendahara/

Staf

Kasubbag
Keuangan

KPA
KPPN Kelengkapan Waktu Output

1.

Menerima bukti
pendukung berupa Cek,
kuitansi, SPM/SP2D,
SSP, dan Rekening
Koran.

- Cek

- DIPA

- Kuitansi

- Rekening Koran

- SPM/SP2D

30

Menit
Data Keuangan

2.

Menginput seluruh
transaksi tersebut ke
dalam BKU dan Buku
Pembantu ke Aplikasi
SILABI sesuai dengan
akun di RKAKL

- Cek

- DIPA

- Kuitansi

- Rekening Koran

- SPM/SP2D

- Komputer

1 Jam ADK SILABI

3.

Membuat LPJ
Bendahara dan Berita
Acara Pemeriksaan Kas
dan Rekonsiliasi

- Komputer 10

Menit

Terselesainya
LPJ dan Berita
Acara
Pemeriksaan
Kas dan
Rekonsiliasi

4.

Mencetak BKU, buku-
buku Pembantu, LPJ
dan Berita Acara
Pemeriksaan Kas dan
Rekonsiliasi

- Komputer

- ATK

15

Menit

BKU, Buku
Pembantu, LPJ,
dan Berita
Acara
Pemeriksaan
Kas dan
Rekonsiliasi

5.

Memeriksa kebenaran
buku-buku Pembantu,
LPJ dan Berita Acara
Pemeriksaan Kas dan
Rekonsiliasi

- ATK
15

Menit

BKU, Buku
Pembantu, LPJ,
dan Berita
Acara
Pemeriksaan
Kas dan
Rekonsiliasi

6.

Menandatangani BKU,
buku-buku Pembantu,
LPJ dan Berita Acara
Pemeriksaan Kas dan
Rekonsiliasi - ATK

5

Menit

BKU, Buku
Pembantu, LPJ,
dan Berita
Acara
Pemeriksaan
Kas dan
Rekonsiliasi
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No Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Bendahara/

Staf

Kasubbag
Keuangan

KPA
KPPN Kelengkapan Waktu Output

7.
Menvalidasi kebenaran
ADK dan hard copy
LPJ Bendahara

- ATK

- ADK

- Rekening Koran

- Konfirmasi

Penerimaan Negara

10

Menit

LPJ, dan Berita
Acara
Pemeriksaan
Kas dan
Rekonsiliasi

8.

Mengarsipkan
Pembukuan, LPJ, dan
Berita Acara
Pemeriksaan Kas dan
Rekonsiliasi dan data
dukung  yang sudah
divalidasi KPPN

- BKU

- Buku pembantu

- Rekening Koran

- Konfirmasi

Penerimaan Negara

- LPJ

- Berita Acara

Pemeriksaan Kas

dan Rekonsiliasi

10

Menit

Tersimpannya
BKU, Buku
Pembantu, LPJ,
dan Berita
Acara
Pemeriksaan
Kas dan
Rekonsiliasi
dan data
pendukungnya.
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J. Lampiran
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